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Seiring dengan pesatnya perkembangan leknologi informasi, tuntutan
terhadap birokmasi pemenintahan juga semakin meningkat dori sekadar menjalankan
tugas administratif menjadi mengupayakan pelayanan publik yang lebih efisien,
akuntabel, dan responsif. Pemerintah daerah di Indonesia telah berkomitmen untuk
melakukan transformasi digital sebagai bagian dar upaya memperkuat tata kelola
pemerintahan, seperti melalui kebijakan Sistem Pemerintuhan Berbasis Elektronik
(SPBE) dan inisiatif One Data Indonesia.

Pengelolaan arsip digital menjadi komponen krusial agar data dapat diakses,
digunakan. dan dikelola secara terpadu antarinstansy. Sistem Informasi Manajemen
Kmﬂm Daerah (SISMINKADA) merupakan salah mtﬁ_ﬁurﬁ_wyang
dikembangkan elch Pemenintah Daerah Daerah Istimewn Yogyakarta (DIY) dalam
rangka mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih efoktif,
efisicn. dan transparan.  SISMINKADA  mulai diterapkan  scbagai - sistem
-’m:sm ‘perkantoran berbasis internet vang dirancang m*menmimkan
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, serta komunikasi antar-perangkat daerah
secart - elektronik,  Pelaksana  utama pengmi ‘dan  pengelolaan
SISMINKADA adalah Biro Umum, Humas. dan Protokol Sekretariat Daerah DIY
hmpmmwmlm di lingkungan Pemerintah Daerah
DIY. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi surat don arsip dapat dilakukan
secara doring, sehingga w jhww,m“ghulkzn ketertelusuran
dokemen. dan memperkuat akuntabilitas dalam pengn!nlmn arsip pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip mampu
meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen serta mendukung efisiensi kerja
organisasi{Janah et al . 2024).

Tujuan uizma dari implementasi SISMINKADA adalah untuk mendukung
kegiatan administrasi perkantoran daerah yang tertib, efisien, dan berbasis sistem
informasi, Sistem ini ditujukan bagi selurvh mstansi pemerintah daerab di DIY,



termasuk sekretarial daerah, dinas, badon, dan lembaga teknis lainnya, agar tercipta
mekanisme kerja birokrasi yang lebih profesional. adaptif terhadap perkembangan
teknologi informasi, serta selaras dengan prinsip good governance. Sistem
Informasi Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA) dibangun agar instansi-
instansl pemerintah daerah dapat menyimpan. mengelola. dan mengintegrasikan
data kearsipan secara elektronik. Namun. realita lapangan seringkali menunjukkan
bahwa sistem ini belum sepenuhnya berjalan secara interoperabel antara perangkat
daerah. Intempembiﬁh"ﬁm {kM-mtha untuk bertukar dan
hanya MWNMW MjWMMWﬂenEnn lancar,
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyebutkan bahwa digitlisasi kearsipan di
Indonesin masih mngiﬂﬂ_ﬁlﬂnlﬂnﬂ&n pada aspek integrasi sistem, metadata. serta
interpperabilitas data antarinstansi {Susana, 2025),

Perkembangan teknologi informasi mendorong instinsi peme
melakukan transformasi digitnl dalam berbagni aspek pelayanan M‘ML
;ﬁmﬁ;%‘pﬂugﬂlnlﬂnn arsip din persuratan. Digitalisasi kearsipan menjadi
salah satu langksh penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yvang
eflelcif, efisien. transparan, dan akuntsbel, Melalui penerapaii‘sistem kearsipan
digital, proses pengelolaan dokumen dupat dilakukan secara lebib cepat, terstruktur,
dan-mudah diskses. sehingga mampu-mendukung m kualitas pelayanan

m m hﬂﬂk implementasi digitalisasi administrasi pemerintzhan
adalah penerspan  Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  Daemh
(SISMINKADA). Slslem#, Wﬂi MMME pengelolaan arsip
dan persuratan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi antar perangkat
daerah. Dengan adanya SISMINKADA, proses admimistrosi yang sebelumnya
dilakukan secara manual dapat bertransformasi menjadi berbasis digital, sehingga

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja birokrasi serfa mempercepat

proses pengelolnan informasi dan arsip pemerintahan.



Oleh karena itw, diperlukan penelitian yvang mampo menganalisis
interoperabilitas data dalam penerapan sistem kearsipan digital. khususnya pada
aplikasi SISMINKADA, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas birokrasi.
Penelitian ini diharapkan dapsi membenkan gambaran mengenai kondisi
implementasi sistem, faktor pendukung dan penghambat interoperabilitas data,
serta kontribusinya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern,
efektif, dan berbasis teknologi |nl'n11m.u{.f[&1ﬂul.,, 2020}

Permasalahan-permasalahan tersebut Inﬁhnylk pada efektivitas kerja
burokrasi. profesionalisme apamfur, serfi kemampian birokrasi daerah dalam
beraﬂnpm lﬂ’hﬂdqp pu'kuﬂmgu teknologi informase. Oleh  karena it

ikar penehhmm—nﬁﬁlmn untuk menganalisis finglat interoperabilitas
:illl SISMINKADA.  fuktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta
implikasinya terhadap kualitas birokrasi di |mgkmg=mrunnhnhhugah Dacrah
Imwm Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyek
lantangan ulama interoperabilins dalsm  e-government mt‘ﬁp.m mwa
integrasi sistem, perbedaan standar data, serta keterbatasan kapasitas sumber daya
‘manusia (W et al., 2020) Selain itu, studi lain juga menggaskan bahwi kBgrdinasi
mhurﬁt-ﬂ‘&an Kesiapan m‘g:misnsi mmj-.ﬂdj faktor Mﬂhmmﬂmlun

Bebﬂnpn penelitian menunjukkan bahwa lu@lﬂ_.mﬂtni mtcuupcmh'htas di
pemerintahan dacrah masih menemui hambatan signifikan, Misalnya, penelitian di
Wonosobo, Jawa Tengah menemukan bahwa interopersbilitas di tingkat instansi
masih rendah, terutama dafam aspek integrasi data dan metadata antarinstansi
(Mutiarin et al. 3'1]24], m lmjlﬂ, ﬁuﬁtﬁn Aerkait maturity of cross
organizational mtEfﬂpetﬂbllll} menekankan bahwa faktor teknis, kebijakan, dan
orgamisasi memengaruhi tingkal kematangan interoperabilitas (Walyuni et al.,
2024). Khususnya di wilayah Daerah Istimewn Yogyakarta (DIY), penelitian
terbaru menunjukkan bahwa dalam konteks smart city governance, interoperabilitas
berkontribusi signifikan terhadap penguotan fats kelola perkotaan, sekaligus
meningkatkan keamanan manusia (feman secwricy) melalu sinergi kebijakan,
keterlibatan pemangku kepentingan, dan integrasi sistem (Hardi et al, 2025).



1.2

Dalam konteks kearsipan, analisis kecenderungan digitalisasi arsip di Indopesia
menemukan bahwa tantangan utama masih terletak pada kesiapan sumber daya
manusia, nfrastruktur teknologi, standarisasi metadata, dan interoperabilitas
antarsistem | Susana, 2025). Dulam konteks DIY, Biro Administrazi Perekonomian
dan Sumber Daya Alam (Setda DIY) merupakan institusi vang memiliki peran
penting dalam administrasi dan pengelolasn data lintas instansi,

Teori interoperabilitas datn yang dikemukakan oleh Yannis Chamlabidis
digunakan sebagai hnn utama .;Hm pmql;him inl karena relevan uniuk
menjelaskan F.'l:qﬂ & lqﬂli i{sm pertuknran -ﬂh antar  sislem  dalam

penyelenggaraan permerintahan bm‘lnsm elektronik. Teori ini  memandang
interoperabilitas :ehnﬁ.hmplhn berbagai sistem dan organisasi untuk saling
bertukar. mengelola, dan memanfaatkan data secars efekif guna mendukung
pelavanan publik dan tata kelols pemerintahan vang ferintegrasi, Menurut
['hqﬂm, interoperabilitas tidak hanya terbatas pada kﬂ'lhﬂﬁnu bhm:n.{um
untuk safing terhubung, tetapi jugs mencakup sspek hukum, organisasi, semantik.
dan teknis yang harus berjalan secara selaras agar proses integrasi dista dapat
dilakukan secara optimal.

Melalui SISMINKADA, diharapkan interoperbilitas data dalam sistem
kearsipan daerah dapal berjalan optimal. Oleh karens Bﬂ,mlm tertarik untuk
melakukan penelitian lenlang interoperabilitas data Wﬁﬂﬁ}mg berjalan
pada Biro Admimistrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Setds DIY.
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi

penghambat atau pendukung, dan bagaimana penganuhnys terhadap pengelolaan
kearsipan di Pemerintsh Provinsi DIY.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa
pertanyaan penelitian sehagai berikut:

|. Bagaimana interoperabilitas data pada SISMINKADA di Setda DIY ?

2. Bagaimana dampak penerapan SISMINKADA dalam peningkatan kualitas
birokrasi yang Profesional dan Adaptif di Pemerintah Provinsi DIY 7



1.3 Baiasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memperjelss ruang

lingkup penelitian serta membatasi pembahasan pada aspek-aspek yang relevan

dengan tujuan penelitian. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan
bahwa variabel di luar batasan penelition diperkirakan tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian im
adalah sebagai berikut: - .

Batﬂanm

Penelition ini dibatasi pada lingkungan Sekretoriat Daerah Dacrah Istimewa
Yogvakarta, dengan fokus pada Biro %dmmlsmnmnn dan Sumber
Daya Alam Setda DIY sebagai unit analisis penelitian.

- Batasan Objek Penelitian
Objek penclitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah

(SISMINKADA) vang digunakan dalam pengelolaan arsip ‘dan admimistras
surat menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Eatmm Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan. kualitatif deskriptif, sehingga tidak mencakup pengujian teknis
MWW m;smhm mi dibatasy pada data primer yang
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan/atan kuesioner kepada aparatur
yang terlihat Eangsunﬁdghtu mmmlﬁt. serta data sekunder
berupa dokumen kebijakan, lsporan internal. dan regulasi yang relevan.
Batasan Asumsi Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan bahwa kebijakan terkait SPBE dan kearsipan
digital di lingkungan Pemerintah Daerah DUY telah diterapkan secam formal
dan relatif seragam pada periode penelitian, sehingga variasi kebijakan tersebut
tidak diznalisis sebagai variabel yang memengaruhi hasil penelitian.



1.4 Tujuan Penclitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui alur interoperabilitasdata antara instansi melalui SISMINEADA
di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY.

b. Mengetahui dampak SISMINKADA dalam interoperabilitas terhadap kualitas
birokrasi, khususnya profesionalisme dan.adaptivitas aparatur di DIY.

1.5 Manfaat Penelitlan
Manfaak pmeﬂ!h:m mq.dihu#;uﬂlpﬂ' membenkan kontribusi baik secara
teoris maiapu paktis, Khususnya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan
daerah berbasis sistem informasi k keamsipan digital dﬂ.m_nﬂmlﬁms data.

a. Manfaat Teoritis

Siimes thovritis, penelitian ini difissapkan dapat:

1) Menambah khazansh keilmuan dalam bidang Timu Pemerintahan dan
administrasi publik digital, khususnya yang berkaitan dengan kensep
interoperabilitas data dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

218 w.m kontribusi  konseptual - mengenai huhunm antara
interoperabilitas data. sistem kearsipan dl@ﬂ {EM[HKAI}M dan
kualitas birokrmsi, tenutansa dalam aspek pm{- dan adaptivitas
‘aparatur pemenniah dacrah.

£ Mnglt& Jﬁ:rm ahdmﬁk bagi penelition selanjutnya yang mengkaji
m ana 1en arsip ejmm integrasi data lintas
instansi dalam mngim mm'lud]mn birokrasi yang efeknf, efisien, dan
Jdupllflﬂhadapwm_w.

b. Manfast Praktis

Secara praktis. hasil penelitian inl diharapkan dapat:

I} Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Diaerah
Istimewa Yogyakarta, khususnya Sekrefariat Daersh DIY., dalam
mengoptimalkan penerapan interoperabilitas data pada Sistem Informasi
Manajemen Kearsipan Daerah (SISMINKADA).




I~
-

Menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan teknis, standar
operasional prosedur (SOP), serta penguatan tata kelola dots dan arsip
digital agar sistem kearsipan dapat digunakan secam fterintegrasi
antarperangkal dazrah.

3} Mendukung pemingkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. terutama
dalam pemanfaatan sistem informasi kearsipan digital, sehingga dapat
mendorong terciptanys birokrasi yang profesional, adaptif. dan berbasis
e ; e

Menjadi acun bag pemerintah darah i yang berencana atau sedang
mengembangkan sistem kearsipan digital dsn interoperabilitas data
sehagai bugian dari implementasi SPBE dan transformasi digital
- pemerintzhan,

4

-

1.0 marenulh:n
S]atmhh penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran

mmpithm mengenat alur don 151 pembahasan pada setisp. bab. Adapun

ﬁaﬁﬂﬂhyﬁﬁlﬁmn skripsi ini adalah sebagai berikut:

‘2. BABIPENDAHULUAN
Bah ini berisi uraian mengenai latar belakang pmﬂiﬁn jﬁlg'ﬂpﬂjelnskm
pentingnya interoperabilitis data dalam  Sistem  Informasi Manajemen
Kearsipan Dicrahi (SISMINKADA) sebagai bagian dari transformasi digital
pemerntahan doerah. Selain itu, bhab ini memuat rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penslitisn. batasan masalsh, serta sistematika penulisan
skripsi.

b. BAB I TINJAUANPUSTAKA
Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teort yang relevan dengan
penelitian, meliputi konsep interoperabilitas data, Sistem  Informasi
Maonajemen Kearsipan Doerah (SISMINKADA), dan kualitas birokrasi. Bab
ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdshulu yang relevan, definisi
konseptual dan operasional variabel penelitian, serta kerangka pemikiran yang
digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.



¢, BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan
dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data. serta teknik uji keabsahan data.
Bab ini bertujuan untuk menjelaskan secars sistematis proses penelitian yang
dilakukan dalam mengkaji interoperabilitas data pada SISMINKADA dan
dampaknya terhadap kualitas bi Istimewn Yogyakarta.
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